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PUTUSAN
Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.DP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara:

Budi Ansyar bin Syamsudin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan pegawai Koperasi Samakai Dompu, bertempat
tinggal di Lingkungan Sigi RT 008 RW 003 Kelurahan Karijawa,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

melawan

Syurratmini binti Syamsudin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
Lingkungan Sigi RT 008 RW 003 Kelurahan Karijawa,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 25 januari 2016 telah
mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.DP., tanggal

25 januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.
Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah

dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2010 di Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 55/18/11/2010 tanggal 08 Februari 2010;
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2.

Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun kemudian pindah-pindah dan
terakhir di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon dan
Termohon tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya
suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama
Muhammad Afif Irmah (L) umur 6 tahun;

3.

Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena:

a. Termohon bersifat keras dan kasar;

b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

c. Termohon tidak mau mengurus urusan rumah tangga seperti memasak,
mencuci dan mengurus anak;

4.

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon terjadi kurang lebih pada awal Januari 2016 yang mengakibatkan
Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

5.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan

perdamaian, namun tidak berhasil;
6.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Budi Ansyar bin Syamsudin)
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Syurratmini binti
Syamsudin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul
akibat perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang
serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang
sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun
dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk
umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon
sekarang dalam asuhan Pemohon;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
sejak awal bulan Februari 2016;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/18/11/2010 tanggal 08 Februari 2010

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

B. Saksi:

1. Darwis bin Ahmad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer  Dinas
PU Kabupaten Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT 16 RW
06 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sekitar
5 rumah dari rumah Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 di
Kelurahan Simpasai;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian berpindah-
pindah dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dengan Termohon hidup
rukun namun sejak tahun 2013 sering bertengkar karena Termohon tidak
menghormati Pemohon dan tidak mau mengurus anak dan rumah
tangga;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
sejak 1 (satu) minggu yang lalu;

- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun
tidak berhasil;

2. Sukran binti H. Saleh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi RT 08 RW 03 Kelurahan
Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sekitar
2 rumah dari rumah Pemohon;
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- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 di
Kelurahan Simpasai;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian berpindah-
pindah dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dengan Termohon
hidup rukun namun sejak tahun 2013 sering bertengkar karena
Termohon tidak mau mengurus anak dan sering keluar tanpa
sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
sejak 1 (satu) minggu yang lalu;

- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun
tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara
persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka
ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);
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Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum Islam yang
tercantum dalam kitab al-Ahkamul Qur'an Juz 1l halaman 405 yang berbunyi
sebagai berikut:

o §> Y plllb 549 iy pld pralisall PS5 o oS> Gl (580 o

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak

mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan
gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada
Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun
dengan Termohon sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2008 proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan
Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan
aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka

berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya
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sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan
perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon
adalah Darwis bin Ahmad dan Sukran binti H. Saleh. Kedua orang saksi
tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal
171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yaitu Darwis bin Ahmad
adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di
persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 yang
disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak mau mengurus
anak dan rumah tangga hingga mengakibatkan saat ini antara Pemohon
dengan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) minggu. Saksi tersebut juga
menyatakan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat
sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yaitu Sukran binti H. Saleh
adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di
persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah
tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 yang

Him. 7 dari 12 Him. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak tidak mau mengurus anak dan sering keluar tanpa
sepengetahuan Pemohon hingga mengakibatkan saat ini antara Pemohon
dengan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) minggu. Saksi tersebut juga
menyatakan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua adalah fakta yang dilihat
sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling
bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkara
oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan
Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon
tersebut di atas, maka dalil-dalii Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh
fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan

suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon

yang semula rukun kemudian sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013

disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon tidak

mau mengurus anak dan urusan rumah tangga;

- Bahwa akibat sering bertengkar, kini Pemohon dan

Termohon telah pisah tempat selama lebih kurang 1 (satu) minggu;

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;
Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari

suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan

Him. 8 dari 12 Him. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pasangannya sehingga terjadi pertengkaran dan telah mengakibatkan
pisah tempat tinggal, hal ini menunjukan sudah tidak ada kecocokan lagi di
antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan
walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka
keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah
tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak
akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaiamana yang dimaksud Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud  al-
Qur’an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan
kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam
putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya
bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama
sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (mitsagan
ghalidza) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan
dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang
tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan
menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang
akan datang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan kaidah fighiyah yang tercantum dalam kitab al-Asbah wan
Nadzoir halaman 62 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Alloollolacle pr80smlsolls ;>
Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan
kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa
perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (marriage breakdown)
dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu permohonan
Pemohon dinilai telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini  Majelis Hakim  perlu
mengemukakan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Bagarah ayat

227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut di atas,
karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum,
maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa
perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da
dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak
raj'i, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak rayj'i
tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon
dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Budi Ansyar bin
Syamsudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(Syurratmini binti Syamsudin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompui;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu
untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Uswatun Hasanah,
S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.l. dan
Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu
oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.l.

Hakim Anggota Hakim Anggota
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Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ma’ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,-

2. Biaya Proses :Rp 50.000,-

3. Panggilan :Rp 210.000,-

4. Redaksi :Rp  5.000,-

5. Materai :Rp  6.000.-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)
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